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Dengan adanya pembatalan perkawinan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum
perjanjian perkawinan terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia serta akibat yang ditimbulkan terhadap
para pihak dan pihak ketiga. Akibat pembatalan perkawinan yang mengakibatkan dibatalkannya perjanjian
perkawinan di antara para pihak dalam perjanjian perkawinan pisah harta sama sekali adalah harta tetap
menjadi milik masing-masing, dalam perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi adalah pembagian
untung dan rugi di antara para pihak berakhir, sedangkan dalam perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan
pendapatan adalah pembagian untung atau hasil dan pendapatan di antara para pihak berakhir. Apabila
selama perkawinan dengan perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi atau perjanjian perkawinan
persekutuan hasil dan pendapatan terdapat harta yang dibuat atau dibeli atas nama bersama, maka
pembagiannya dibagi dua di antara para pihak sesual kesepakatan. Pihak ketigatidak menanggung
konsekuens dari dibatalkannya perkawinan yang turut serta membatal kan perjanjian perkawinan di antara
para pihak, sehingga perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga masih tetap berlaku.
Terhadap harta yang dibeli atas nama bersama, setelah putusan pembatalan perkawinan dijatuhkan dengan
alasan pembatalan perkawinan itu bukan karena masih ada perkawinan terdahulu (bukan karena suami
melangsungkan perkawinan lagi dengan wanita lain tanpa adanya persetujuan istri atau istri-istri), sebaiknya
para pihak atas kesepakatan bersama langsung menentukan siapa pihak yang akan bertanggung jawab atas
harta tersebut (dijadikan harta atas nama salah satu pihak). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum kepada pihak ketiga terkait sigpa pihak yang harus dimintakan pertanggungjawabannya berkenaan
dengan status kepemilikan harta tersebut.

...... With the existence of marriage annulment, it rai ses questions about the legal position of the prenuptial
agreement on the annulment of marriage in Indonesia along with the consequencesit has on the spouses and
third parties involved. Consequences of the marriage annulment which results in the cancellation of the
prenuptial agreement: in afull separation of property, properties remains as the property of each spouse; in a
profit and loss partnership, the profit and loss sharing between the parties ends; whereasin aresult and
income partnership, the distribution of profits or income between the parties ends. During a marriage which
has a profit and loss partnership prenuptial agreement or an income and profit partnership agreement, if
there are assets made or purchased in ajoint name, then the distribution is divided between the parties
according to the agreement. The third party does not bear the consequences of the annulment of the marriage
which also involves canceling the prenuptial agreement between the parties, so that the previously made
agreement with the third party are still valid. To assets purchased in a joint name, after the court decision to


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20515239&lokasi=lokal

annul the marriage on the grounds that it was not because there was still a previous marriage (not because
the husband had remarried with another woman without the consent of the wife or the wives), it isbest if the
parties have a mutual agreement in regard to directly determine the party responsible for the assets (made
assets on behalf of one of the parties). Thisaimsto provide legal security to third parties regarding who the
party should be held accountable for regarding the ownership status of the property.



